
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten da l aa Lingkungan Propinsi 
Jawa Tengah ( Berita Negara Tahun 
1950 ) ; 

Mengingat 

b. bahwa untuk memungut Pajak sebagai­ 
mana dimaksud huruf a perlu ditetap­ 
kan dengan Peraturan Daerah . . - 

a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) 
huruf f Undang-undang Nomor 18 Tahun 
1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, Pajak Pemanfaa.tan 
Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 
merupakan jenis Pajak Da.erah 
Tingkat II 

Menimbang 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I I PAT! 
Na-..K)R 6 TAHUN 1998 

TENT ANG 
PAJA.'JC PEMANFMTAN AIR BAWAH TANAH DAN 

AIR PERMU't<AAN 

NOMOH. : 22 TAlillN l 998 SERI A NO. 8 

LEMBARAN DAERAH 
KABlfl'ATEN OAERAH TINGKAT 11 PATJ 



7. Keputusan Menteri Dalam Negeri 
NoUIOr 84 Tahun 1993 tentang Bentuk 
Peraturan Daerah clan Peraturan Daerah 
Perubahan ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
1997 tentang Pajak Daerah ( Lembaran 
Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3691 ) 

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 
tentang Penagihan Pajak dengan Surat 
Paksa ( Lembaran Negara Tahun 1997 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3686 ) ; 

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah ( Lembaran Negara Nomor 97 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3685) ; 

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 
tentang Ba.clan Penyelesaian Sengketa 
Pajak ( Lembaran Negara Tahun 1997 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3684) ; 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 
tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3037) ; 
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Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud 
dengan: 
a. Daerah adalah Kabupaten Da.erah 

Tingkat II Pat i 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasa l 1 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH 
TINGKAT II PATI TENI'NU PAJAK PENAN­ 
FMTAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daera.h 
Kabupaten Daerah Tingkat II Pat i. 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 
TiP.gkat II Pati NOIIOr 3 Tahun 1989 
tentang Penyidik Pega.wa.i Negeri Sipil 
di Lingkungan Pemerintah Da.erah 
Kabupaten Daera.h Tingt~t II Pati. 

9. Keputusan Menteri Dalllll Negeri NolllOr 
173 Tahun 1997 tentang Ta.ta cara. 
Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah; 

8 • Keputusan Menteri Dal81'1 Negeri 
Noeor 170 Tahun 1997 tentang Pedoaan 
Tata ca.ra Pungutan Pajak Daerah s 
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b. Pemcrintah Daerah adalah Pemcrintah Kabupaten 
Daerah Tingkat JI Pat i ; 

c. Eupati Kcpala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah 
Tingkat II Pati ; 

d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan 
Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat II Pati ; 

e. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 
permukaan yang selanjutnya disebut Pajak adalah 
Pungutan Daerah atas pemanfaa.tan air bawah tanah 
dan air permukaan; 

f. Air bawah tanah adalah air yang berada diperut 
bumi, termasuk mata air yang muncul secara 
alamiah diatas permukaan tanah; 

g. Air permukaan adalah air yang berada dipermulcaan 
bumi tidak termasuk air laut ; 

h. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang 
selanjutnya disingkat SPI'PD adalah Surat Pemberi 
tahuan dari Wajib Pajak yang berisi besarnya 
jumlah Air Bawah Tanah dan atau air PeI111Ulcaan 
yang diambil Wajib Pajak dalam suatu masa pajak; 

i. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh 
Wajib Pajak, untuk melakukan pembayaran atau 
penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah 
atau ke te.mpat lain yang ditetapkan oleh Bupati 
Kepala Daerah; 

j. SUrat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang s» 

benentukan besarnya jumlah pajak yang terutang; 
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k. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Baya.r yang 
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat 
Keputusan yang aenentukan besarnya jumlah Pajak 
yang terutang, jumlah kredit pajak , jualah 
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya 
sanksi administrasi, dari jumlah yang 1BB.Sih harus 
dibayar ; 

I. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kura.:ng Bayar 
Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT 
adalah Surat Keputusan yang menetukan taabahan 
atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan; 

m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang 
selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat 
Keputusan yang menentukan jumlah kelebiha.n 
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak 
Jebih besar dari pajak yang terutang atau tidak 
seharusnya terutang; 

n. Surat Ketetapan Pajak Dae rah Nihil, yang 
selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat 
Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang 
terutang sama besarnya dengan jumlah kredit 
pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada 
kredit pajak; 

o. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan 
tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa 
bunga dan atau denda; 

p. Pejabat adalah pejabat yang ditunjuk oleh 
Bupati Kepala Daerah. 
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Dikecualikan dari obyek pajak adalah 
a. Pengambi I an air bawah tanah dan atau air 

pennukaan oleh Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah-; 

b. Pengambilan air permukaan oleh BUMN yang 
khusus didirikan untuk menyelenggarakan 
usaha eksp 1 o i tas i dan peme I iharaan 
pengairan,serta mengusahakan air dan sumber­ 
sumber air; 

c. Pengambilan air bawah tanah dan atau air 
pennukaan untuk kepentingan pengairan 
pertanian rakyat ; 

d. Pengambilan air bawah tanah dan atau air 
permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga; 

e. Pengambilan air bawah tanah dan atau air 
permukaan lainnya yang diatur dengan 
Peraturan Daerah. 

Pasal 3 

(2) Obyek Pajak adalah 
a. pengambilan air bawah tanah 
b. pengambilan air permukaan. 

(1) Dengan nama Pajak Pemanfaatan Air Bawah 
Tanah dan Air Permukaan dipungut Pajak atas 
setiap pemanfaatan air bawah tanah dan air 
permukaan. 

BAB II 
NAMA, 011YEK DAN SUBYEK PAJAK 

Pasa l 2 

6 



( J) Cara menghi tung ni l a i perolehan air 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 
1 n t ada l ah menga 1 i kan volume air yang 
diambil dengan harga dasar air. 

(2) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) Pasal ini dinyatakan dalam 
rupiah yang dihi tung menurut sebag i an atau 
seluruh faktor-faktor: 
a. Jeniq_ su.mber air ; 
b. Lokasi sumber air ; 
c. Volume air yang diambil 
d. Kualitas air ; 
c. Luas areal tempat pemakaian air 
f. Musim pengambilan air; 
g. Tingkat kerusakan lingkungan yang 

diakibatkan oleh pengambilan dan atau 
pemanfaatan air. 

(1) Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai perolehan 
air. - 

BAB III 
DASAR PENGENAAN DAN TARlP PAJAK 

Pasal 5 

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan 
yang mengambil air bawah tanah dan air 
permukaan. 

(1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau 
badan ya.rig mengambil da.n atau memanfaat­ 
kan -air bawah tanah dan atau air permukaan 

/ Pasal 4 
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(2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan 
cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud 
dn.lam Pasal 6 dengan Dasar Pengenaan Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan 
Daer ah ini. •f 

(1) Pajak yang tentang dipungut di Wilayah Daerah. 

BAB IV 
WILAYAH Pfl.fUNGUI'AN DAN CARA 

PENGHITUNGAN PAJAK 
Pasa l 7 

Tarip Pajak ditetapkan sebesar 20 % ( dua puluh 
persen) 

Pasal 6 

( 5) Hasi I perhitungan n i Ia i perolehan air 
sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal 
ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah. 

(4) Hn.rga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) Pasal mt ditetapkan secara 
periodik oleh Bupati Kepala Daerah me11r 
perhatikan faktor-faktor sebagimana 
dimaksud pada ayat (2) Pasal ini. 

8 



(4) Bentuk, isi dan tat& cara pengisian SPTPD 
ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah. 

(j) SPfPD sebagaimana dimaksud pada ayat 91) pasa! 
m i harus disampaikan kepa.da Bupati Kepala 
Dae rah selambat-lambatnya 15 ( Hrna be l as ) 
har i se t e l ah ber akhi rnya masa pa jak . 

(2} SPfPO sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) Pasal 
ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap 
serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau 
Kuasanya. 

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD. 

Pasal 10 

"Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pa.da saat 
pengambi1an air bawah tanah dan air pe rmukaan , 

Pasa I 9 

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya l(satu) 
bu l an t.akwi m. 

c- 

BAB V 
MASA PAJAK, SMT PAJAK Tt'..RlTfMG DAN 

SURAT PEMBE.RJTAHUAN PAJAK DAER.AH 
Pasal 8 

c 
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( 2) Da l am j angka waktu 5 (1 ima) t ahun sesudah saat 
terutangnya pa j ak., Bupat i Kepa l a Dae rah 
dapat menerbitkan 
a. SKPDKB; 
b. SKPDKBT 
c. SKPDN. 

sendiri, SPTPD 
Pasal 11 ayat (1) 

digunakan untuk 
dan menetapkan 

(1) Wajib Pajak yang rnembayar 
sebagaimana diroaksud dalam 
Peraturan Daer ah ini 
mengh i tung, memper hi rungkan 
pajak sendiri yang terutang. 

Pasal 12 

(2) Apabi~a SKPD sebagaimana dimak.sud pada ayat 
(1) Pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah 
lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 
sejak SKPO diterima, dikenakan sanksi 
adrninistrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua 
persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan 
STPD. 

Pasal 
Kepala 
dengan 

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud 
11 ayat (1) Peraturan Daer ah i n i , Bupat i 
Daerah menetapkan pajak terutang 
mene~bitkan SKPD. 

BAB VI 
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK 

Pasal 11 
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c. Apabila kewajiban meng1s1 SPfPD tidak 
dipenuhi, pajak yang terutang dihitung 
secara jabatan, dan dikenakan sanksi 
administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % 
(dua puluh lima persen) dar i pokok pajak: 
ditambah sanksi administrasi berupa. bunga 
sebesar sebesar 2 % (dua persen) sebulan di­ 
hitung dari pajak yang kurang atau 
terlambat dibayar untuk jangka waktu pa.ling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung 
sejak saat terutangnya pajak. 

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam 
jangka waktu yang telah ditentuk:an dan telah 
ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua 
persen) sebulan dihitung dari pajak yang 
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka 
wak:tu paling lama 24 ( dua puluh empat } 
bulan dihitung sejak saat terutangnya pa.jak. 

a. Apabi la berdasarkan basil peeer iksaan a tau 
keterangan lain pajak yang terutang tidak 
atau kurang dibayar, dikenakan sanksi 
administrasi berupa. bunga sebesar 2 % ( dua 
persen ) sebul an dihitung dari pajak yang 
kurang atau t er Iaebat dibayar untuk jangka 
waktu paling lama 24 ( dua puluh eapat ) 
bu Ian dihi tung sejak saat terutangnya 
pajak. 

(3) SKPDKB sebagaiaana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a Pasal ini diterbitkan: 
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(7) Penambahan jumlah Pajak yang terutang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak 
dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri 
sebelum dilak:ukan tindakan pemerik$aan. 

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang 
dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a dan b Pasal ini tidak 
atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka 
waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan 
menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi 
administrasi berupa bunga 2 % ( dua persen) 
sebulan. 

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c Pasal ini diterbitkan apabila 
jumlah pajak yang terutang sama besarnya 
dengan jumlah kredit pajak atau pajak 
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b Pasal 1n1 diterbitkan apabila 
ditemukan data baru atau data yang semula 
belum terungk:ap yang menyebabkan penruobahan 
jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan 

's:,- sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 
100 % ( seratus persen ) dari jumlah O kekurangan pajak tersebut. 
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(2) Bupati Kepa Ia Daerah dapat memberikan 
persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur 
pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, 
.sete Iah aemenuhi persyaratan yang di tentukan. 

( 1) Pembayaran pajak harus dilakukan seka l i gus 
atau lunas. 

Pasal 14 

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) clan ayat (2) Pasal ini dilakukan 
dengan menggunakan SSPD. 

(2) Apabila pembayaran paj ak dilakukan ditempat 
lain yang ditunjuk,hasil peneriaaan pajak harus 
disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 
jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh 
Bupati Kepala Daerah. 

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau 
ditempat lain yang di tunjuk oleh Bupat i 
Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan 
dalam SPfPD, SKPD,SKPDKB,SKPDKBT dan STPD. 

BAB VII 
TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 13 
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(2) Bentuk, jen i s , isi, ukuran tanda bukti 
pembayaran dan buku penerimaan pajak 
sebdgaimana dima.ksud pada ayat (1) Pasal 
ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah. 

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini diberikan 
tanda bukti pembayaran dan dicatat dal8JI buku 
penerimaan. 

Pasal 15 

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda 
pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran 
dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan 
ayat (4) Pasa l 101 ditetapkan o l eh Bupa t i 
Kepala Daerah. 

(4) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan persetuju 
an kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran 
pajak sampai batas waktu yang ditentukan 
setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan 
dengar; dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulari 
dari jumlah pajak yang belum atau k:urang 
dibayar. 

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana diaaksud 
pada ayat (2) Pasa l ini, harus dilakukan secara 
teratur dan berturut-turut dengan dikenakan 
bunga sebesar 2 % ( dua persen) sebulan dari 
jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. 
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(1) Apabila jumlah pajak yang B1asih harus dibayar 
tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana 
di tentukan dalam Surat Teguran a tau Surat 
Peringatan atau surat lain yang sejenis, 
jumlah pajak yang harus dibayar ditagih 
dengan Surat Paksa. 

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera 
setelah lewat 21 ( dua puluh satu) ha.ri 
sejak tanggal Surat Teguran atau Surat 
Peringatan atau surat lain yang sejenis. 

Pasa l 17 

Peringatan atau surat 
sebagaimana dimaksud 
ini dikeluarkan oleh 

(3) Surat Teguran, Surat 
lain yang sejenis 
pada ayat (1) Pasal 
Pejabat. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah 
tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan 
atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak 
harus me1 unas i pajak yang 'terutang. 

Surat Peringatan atau 
sebagai aw~l tindakan 

pa j ak d ike l uarkan 7 
jatuh tempo pembayaran. 

(1) Surat Teguran atau 
surat lain yang sejenis 
pelaksanaan penagihan 
(tujuh) hari scjak sa.at 

BAB VI I I 
TATA CARA PFNAGIHAN PAJAK 

Pasa l 16 
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.. 

Bentuk, jenis dan isi fornrulir yang dipergunakan 
untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah 
d i t et apkan oleh Bupat i Kepala Daerah. 

Pasal 21 

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, 
tanggal jam dan t empat pelaksanaan lelang, Juru 
Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis 
kepada Wajio Pajak. 

Pasal 20 

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum 
juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 
( sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat 
Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan 
permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada 
Kantor Lelang Negara. 

Pasal 19 

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi 
dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal 
pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbit­ 
kan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. 

Pasal 18 
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(1) Bupati Kepala Daerah karena jabatan atau 
atas permohonan Wajib Pajak dapat 
a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPIJIBT 

atau STPD yang dalam penerbitannya terdapa.t 
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan 
atau kekeliruan dalam penerapan peraturan 
perundangundangan perpajakan daerah; 

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan 
pajak yang tidak benar; 

c. mengurangkan atau menghapuska.n sanksi 
administrasi berupa bunga,dcndu dan kenaikan 
pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut 
d i kenakan karena kekh i lafa.n Waj i b Pajak atau 
bukan karena kesalahannya. 

BAB X 
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, 

P:mJl.JRAOOAN KETETAPAN, DAN PEOOHAPUSAN ATAU 
PENGURAOOAN SANKS! A™INISTRASI 

Pasal 23 

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan 
dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Pasal ini,ditetapkan oleh Bupati 
Kepala Daerah. 

( 1) Bupat i Kepala Daerah berdasarkan permohonan 
Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, 
keringanan dan pembebasan pajak. 

BAB IX 
PENGUR.AOOAN, KERIIDANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK 

Pasal 22 
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;, 

( 1) Waj ib Pajak ?~pat mengajukan kebe~a~an hanya 
kepada Bupat i Kepa l a Daerah atau Pe jabat atas 
sesuatu: 

BAB XI 
KEBERATAN DAN BANDIOO 

Pasal 24 

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 ( tiga) bulan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasa l in i , 
Bupati Kepala Daerah atau Pejabat tida.k 
memberikan keputusan, permohonan pembetulan, 
pembatalan, pengurangan ketetapan dan 
penghapusan, atau pengurangan sank.Si adminis­ 
trasi dianggap dikabulkan. 

( J) Bupat i Kepa Ia Daer ah a tau Pejabat paling 
lama 3 ( tiga buJan sejak surat permohonan 
scbagaimana diruaksud pada ayat (2) Pasal 1m 
d i t er ima , sudah harus rnemberikan keputusan, 

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengura.ngan 
ketetapan dan penghapusan atau pengura.ngBn 
sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 
dan STPD sebagaima.na dimaksud pada ayat (1) 
Pasal tn i hs rus d i saepa i kan secara tertulis 
o l ch Wajib Pajak kcpada Bupa.ti Kepa Ia Daer ah , 
atau Pe j abat sclz1mbat-1a.mbatnya 30 ( t i ga 
puluh) hari scjak tanggal diterima SKPD, 
SKPOKB, SKPDKBT a.tau STPD dengan memberikan 
alasan yang je]as. 
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( 5) Pengajuan keber'at an sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban mem­ 
bayar pajak. 

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 ( dua belas) 
bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati 
Kepala Dae:rah atau Pejabat tidak memberikan 
Keputusan, permohonan keberatan dianggap di 
kabulkan. 

(3) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat dalam 
jangka . waktu paling lama 12 (dua be las) 
bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan 
sebagaimana d1maksud pad.a ay&t (2) Pasal ini 
diterima, sudah memberikan Keputusan. 

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan 
secara tertulis dalam Bahasa Indonesia 
paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB da~ SK.PON diterima oleh 
Wajib Pajak, kecuali apabih Wajib Pajak dapat 
menunjukan bahwa jangka was ru j tu t idak dapat 
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. 

' 't' 

a. SKPD; 
b. SKPDKB ; 
c. SKPDKBT ; 
d. SKPDLB 
e. SKPDN. 
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(1) Wajib Pajak dapat mengajukan per-.ohonan 
pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada 
Bupati Kepala Daerah atau Pejabat secara 
tertulis dengan menyebutkan sekurang::kurangnya: 
a. Na.ma clan a Iaaat Wajib Pajak ; ,. 
b. Masa Pajak; 
c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak:; 
d. Alasan yang jelas. 

BAB XII 
PENG™8ALIAN KELEBIHAN PD,4BAY.ARAN PAJAK 

Pasal 27 

Apabila pengajuan keberatan sebagailBB.Jla dilllllksud 
dalam Pasal 25 Peratura:n Daerah ini atau banding 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah 
ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan 
pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah 
imbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen) sebulan 
untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. 

Pasal 26 

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) Pasa l ini t idak menunda kewajiban 
membayar. 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada 
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka 
waktu 3 ( tiga) bulan setelah diterilBB.1lya 
Keputusan keberatan. 

Pasal 25 
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(6) Apabila pengembalian ke Ieb i han peabayaran 
pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) 
bulan sejak di terbitkannya SKPDLB, Bupati 
Kepala Daerah atau Pejabat rnemberikan i11balan 
bunga sebesar 2 % ( dua persen) sebulan atas 
keterlambatan pembayaran kel.ebihan pajak. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak di­ 
lakukan dalam waktu paling lama 2 ( dua ) 
bulan sejak diterbitkannya SKPOLB dengan 
menerbitkan SUrat Perintah Membayar Kelebihan 
Pajak {SPMKP). 

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak 
lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih · dahu lu 
utang pajak dimaksud. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) Pasal ini dilampaui Bupati Kepa.l a 
Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus 
diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) 
bulan. 

(2) .Bupat i Kepa I a Dae rah atau Pejabat dalam 
jangka waktu paling lama 12 (dua be las) bu l an 
sejak diterimanya permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diaaksud 
pada ayat { 1) Pasal ini harus memberikan 
Keputusan. 
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karena kealpaannya tidak 
atau mengisi dengan tidak 
lengkap atau melampirkan 

(1) Wajib Pajak yang 
menyampaikan SPTPD 
benar atau tidak 

BAB XIV 
KETENTUAN PJ· DANA 

Pasal 30 

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud 
pa.da ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila: 
a. Diterbitkan Surat Teguran dan SUrat Paksa 

atau; 
b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak 

baik langsun.g maupun tidak langsung. 

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak,kedaluwarsa 
setelah melampaui jangka waktu 5 ( I ima) tahun 
terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali 
apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana 
di bidang Perpajakan Daerah. 

BAB XIII 
KEDALUWARSA 
Pasal 29 

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan 
dengan uta.ng pajak lainnya, sebagaiaana diaaksud 
dalam pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah ini, 
peebayarannya d i Iakukan dengan cara peaindah 
bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku 
seba.gai bukti pe•bayaran. 

• Pasa l 28 
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(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di 
1 i ngkungan Pemerintah Daerah d ibe r i wewenang 
khusus sebagai Penyidik untuk mela.\ukan 
penyidikan tindak piclana di bidang perpajakan 
daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang­ 
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana. 

BAB XV 
PENYIDIICAN 
Pasal 32 

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 
tidak dituntut seteltlh melampaui jangka waktu 10 
( sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak 
atau berakhirnya Masa Pajak. 

Pasal 31 

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak 
menyampaikan SPfPD atau mengisi dengan tidak 
benar atau tidak lengkap atau melampirkan 
keterangan yang t i dak benar seh i ngga · · merugikan 
keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana 
pen jar a paling la.ma 2 ( du ... : ) tahun dan atau 
denda paling banyak 4 {empat) ka l i jumlah 
pajak yang terutang. 

keterangan yang tidak benar sehingga merugikan 
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan at au 
denda paling banyak 2 {dua) kal i jumlah pajak 
yang terutang. ;~ 
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f. Meminta bantuan tenaga ahli da l am rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana 
dibidang perpajakan daerah 

c. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 
bahan bukt i pembukuan , pencatatan, dan 
dokumen-dokumen lain, ~:<~rta melaku.kan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; 

d. Mcmeriksa buku-buku, catatan-catatan dan 
dokurnen-dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang perpajakan daerah; 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari 
orang pribadi atau badan sehubungan dengan 
tindak pidana di bidang perpajakan; 

b. Mene Ii ti, mencar i ,dan mengumpulkan ke t.er angan 
mengenai orang pribadi atau badan tentang 
kebenaran perbuat an yang di Iakukan se- 
hubungan dengan tindak pidana perpajakan 
dae r ah tersebut; 

(2) Wcwenang penyidik sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) Pasa l i n i ada lah : 
a. Mcne r i ma , me near i , mengumpu I kan dan mene I i t i 

kctcrangan atau laporan berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang perpajakan daerah ~ 
agar keterangan atau laporan tersebut 
menj ad i l engkap dan je l as 
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Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh 
Bupati ~epala Daerah. 

BAB XVI 
KETENTUAN LAJN-LAIN 

Pasal 33 

(3) Peny i d i k sebagimana d imaksud . pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
rnenyampaikan hasil penyidikannya kepada 
Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

k. Melakukan tindakan lain yang pe r l u untuk 
ke!~ncaran penyidikan tindak pidana dibidang 
perpajakan daerah menurut hukum yang dapat 
di pert anggungj awabkan. 

J. Menghentikan penyidikan ; 

i. Memanggil orang untuk didengar keteranga.nnya 
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan 
tindak pidana perpajakan daerah; 

g. Menyuru11 be rhent i, melarang seseorang 
meninggalkan ruangan at au tempat pada saat 
pemcriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang dan atau dokumen yang 
dibawa scbagaimana dimaksud pada huruf e 

t 
Pa.sa I i n i ; 
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Drs. KAUSAR AS 
TTD. 

DISAHKAN 
Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia 
Nomor: 973.33-700 tang.gal 27 Agustus 1998 

-' Di rektorat Jende ra l 
Pemerintahan Umut1 dan Otonomi Daerah 

Direktur Pembinaan Daerah 

YUSUF MlJHAMAD S O E B O W O 

TTD. 11'D. 

DEWA~ PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH TI!IUKAT 
DAER.AH KABUPATEN DAER.AH I I PATI 

TINGKAT I I PATI 
KETUA, 

Ditetapkan di Pati 
pada tanggal 16 Maret 1998 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan .Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Pat i . 

,, Peraturan Daer ah ini mulai berlaku sejak tanggal 
' a i undangkan , 

BAB VII 
KETINf'UAN PFNUTUP 

Pasal 34 
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YUSUF MUHAMAD 
TI. 

Diundangkan dalam Lembara.n Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Pati 

pada tangga] 8 Oktober 1998 
Nomor: 22 Seri A No. 8 

BUPATI KEPAiA DAERAH .TINGKAT II PATI 
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: Cukup jelas. Pasal 1· s/d Pasal 2 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. 

I. PENJELASAN UMUM 
Dalam rangka mendukung perkembangan 

Otonomi Daerah yang nyata. dinamis, serasi dan' 
bertanggungjawab dan titik berat pada Daerah 
Tingkat II. pembiayaan Pemerintah dan 
Pembangunan Da.erah yang bersumber dari. 
Pendapatan Asli Daerah. khususnya yang berasal 
dari Pajak Daerah, pengaturannya perlu lebih 
ditingkatkan lagi. Sejalan dengan semakin 
meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan 
pemberian pelayanan kepada masyarakat serta 
usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian 
daerah. diperlukan penyediaan sumber-sumber 
Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya semakin 
meningkat pula. 

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf f 
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pemanfaatan 
Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan 
jenis Pajak baru bagi Daerah Tingkat II. 
Diharapkan hasil Pajak Pemanfaatan Air Bawah 
Tanah dan Air Permukaan tersebut akan lebih 
memperkuat upaya peningkatan p-erie r i rna an Daerah 
Tingkat II Pati. 

P E H J E L A S A H 
A T A S 

PERATURAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PAT! 
HONOR 6 TAHUN 1998 

• TENT ANG 
PAJAK PEHANFAATAN AIR BAWAH TANAH 

DAN AIR PERMUKAAN 



Pengecualian obyek 
pajak atas pengambi­ 
lan aiir untuk 
keperluan d8.$ar rumah 
tangga ditetapkan 
dengan Keputusan 

Pengecual:iia~ obyak 
pajak ataEs ~engambi­ 
lan a:iir untuk 
kepen ti ngcan penga i ran 
pertanian. rakyat 
tetap me:,NC)erhatikan 
kelestariain ling­ 
kungan da~ feraturan 
Perundang - undangan 
yang berla;ku .. 

Cukup jelcas. 

Tidak tetrl11.ras1uk yang 
dikecual i~ ~e:bagai 
obyek Pajak 
Pemanf aa ta..i:l id r. Bawah 
Tanah dan ;Aiir 'Permv­ 
kaan ~dalah 
pengambi lain air yang 
dilakukan old'\ Sadan 
Usaha Mi Iik Negara 
dan Sadan ius.ha Milik 
Daerah. 

2 

v 

Pasal 3 huruf d 

Pasal 3 huruf c 

Pasal 3 huruf b 

Pasal 3 huruf a 



- .~-- 

Cukup jelas. Pasal 4 s/d Pasal 34 
Cukup jelas Pasal 3 huruf e 

Bupati Kepala Daerah 
dengan memperhatikan 
k e l e s t a r i a n 
lingkungan dan 
Peraturan Perundang- 
undangan yang 
berlaku. • 


